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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

GUSMAN bin LA EGO, NIK : xxxxxxxxxxX, tempat dan tanggal lahir
Labuan, 14 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Oengkapala,
Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara,
sebagai Pemohon |I.

SUHARTIN binti SUPARDIN, NIK : xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Labuan, 04 April 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Oengkapala,
Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara,
sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut

Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara  Nomor
43/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Pemohon | dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Labuan,
Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda
cerai dalam usia 34 tahun, dan Pemohon Il berstatus Gadis dalam usia 20
tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung
Pemohon Il bernama Supardin dan dua orang saksi nikah yang bernama La
Mese dan Lakui dengan mas Kawin 15 Boka Muna,- dibayar tunai, dan
dinikahkan oleh Imam Kampung bernama La Tau;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 2 orang anak bernama 1. XXXXXXX, 2. XXXXXXXXX;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilakukan secara
agama lIslam, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat,
sementara para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk pengurusan
Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon | danPemohon Il mengajukan permohonan ini
kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2021,
di Kelurahan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton
Utara,
8. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Nomor 368/KPA/W21-A4/HK2.6/11/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha dengan ini Penggugat
dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il

yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2021, di Kelurahan Labuan,
Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan
Agama Raha;
SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan lItsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Februari 2024 untuk
masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu, yang telah
melengkapi kelengkapan administrasi terkait perkara prodeo dan telah
mendapat izin untuk berperkara secara prodeo, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Raha Nomor: 368/KPA/W21-A4/HK2.6/11/2024 tanggal 02
Februari 2024, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang
isi dan maksudnya ada perbaikan yaitu Pemohon | dan Pemohon Il menikah
pada tanggal 27 April 2014 dan pada saat itu Pemohon | masih terikat
perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama Wa Ode Herawati binti La
Ode Uj;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah,
maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang
absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Para
Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama
Raha, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari
kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang
absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai
Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili
permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap
permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga
proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,
sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara in person di
persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali
dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka
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untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon,
sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon | mengaku pada saat menikah dengan
Pemohon Il masih dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan belum
baru bercerai pada tahun 2021, maka sesuai dengan ketentuan Rumusan
Hukum Kamar Agama huruf A angka 8 Sema 3 tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, permohonan para
Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para
Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah
pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun oleh karena Para
Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka dengan berdasarkan
kepada ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., dan sesuai dengan Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor : 368/KPA/W21-
A4/HK2.6/11/2024 tanggal 02 Februari 2024, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Raha
Tahun 2024.
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Raha pada hari Jum’at, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Sudirman M, S.H.l, M.E. sebagai
Ketua Majelis, Zulfahmi,S.H.l.,M.H. dan Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Sudirman M, S.H.l, M.E.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Zulfahmi,S.H.l.,M.H. Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti

La Sahari, SH.
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